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TENTANG

S$TEM PERENCAI\IAAN PEMBAI\IGUNAN DAERAH

KABIJPATEN BUOL

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YAI\G MAHA ESA

BUPATI BUOL'

:a.bahwauntukmerrjaminpelaksanaanpembangunandaerahyangefektif'

efisien dan terarah, maka diperlukan sistem perencanaan pembangunan

dasrah yang kousisten' bertahap dan berkesinambungan;

b. bahwa sistem p€rencanaan pembangunan daerah disusun guna

mewujudkansatukesafiranpersepsitentangsistemperencanaanyang

terpadu dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah;

c.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahurufa

danb,perlumengatursistemPerencanaanPembangunanDaerahdalam

Peraturan Daerah KabuPaten Buol;

:l.Undang.UndangNomorSlTahrrnlgggtenungPembenhrkanKabupaten

Buol,KabupatenMorowalidanKabupatenBanggaiKepulauan(lrmbaran

NegaraRepubliklndonesiaTatrunlgggNomorl7g,TambahanLembaran

NegaraRepubliklndonesiaNomor3900),sebagainanatelahdiubah

denganUndang.UndangNomorllTahun2000tentangPerubatranAtas

Undang.UndangNomor5lTahunlgggtentangPembentukanKabupaten

Buol,KabupatenMorowalidanKabupatenBanggaiKepulauan(Lembaran

NegataRepubliklndonesiaTatrun2000NomorT8'TaurbatranLembaran

Negara Republik IndonesiaNomor 3966) ;

z.Undang-UndangNomor:rTTatrrm2003tentangKeuanganNegara

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2003Nomor4T,

Tambatran Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20M tentang sistem Perencanaan

PembarrgunanNasionat(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun

2004 Nomor 104, Tarrbatran Lembaran Negara Republik lndonesla

Nomor 4421);



4.Undang.UndangNomor32Tahun2oo4tentangPemerintahan

Daeratr(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahrm2004Nomotli25,

Tamba}ranLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4y''37),

sebagaimanatelahdiubahbeberapakatiterakhirdengauUndang.

UndangNomor12Tatrun200stentangPerubatranKeduaAtasUndang.

undang Nornot 32 Tatrun 2004 tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahrrn2008Nomor5g,TambahanLembarart

Negara Repubtik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan

Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemuintatr Dasratt

(I.rmbararrNegaraRepubliklndoneslaTatrun2004Nomor|26'

Tambahan Lembaran Negara Republik IndouesiaNomor aa38);

6.PeraturanPemerintatrNomor52Tatrrrn200ltentangPenyelenggaraan

TugasPembantuan(LembaranNegaraRepubtiklndonesiaTahun200l

Nomor3g,TarrbatranlrmbararrNegaraRepubliklndonesiaNomor

4095);

T,PeraturanPemerlntatrNomor53Tahun200stentangPengelolaan

KeuanganDaeratr(LembarauNegaraRepubliklndonesiaTa}run2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a578);

g. Peraturan Pemerlntatr Nomor 8 Tatrun 2006 tentang Laporan Keuangan

dan Kinerja tnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tafrun 2006 Nomor 25, Tarrbatran kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

g. peraturan pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintatran Daerah Provinsi, dan

Pemerintatran Daerah Kabupaten/I(ota (Lembaran Negara Republtk

lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 4737);

10. Peraturan Pemerintatr Nomor 39 Tatrun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

ll. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008



NomorZl,.TarrbahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor

4817);

l2.PeratrrrarrDaerahNomor4Tahrrn200stentangPembentukanstnfttur

organisasidanTataKerjalrmbagaTeknisDaerahKabupatenBuol

(LembaranDaeratrKabupatenBuolTatrun2008Nomor04);

I)engan Persetutuan Bersama

DEWAI\TPERWAKILANRAISATDAERAHKABIJPATENBUoL
Drn

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERA,TURAN DAERAH TENTAI{G sIsTEM PERENCAI\AAN

PEMBANGUNAI\I DAERAH KABUPATEN BUOL'

BAB I

KETENTUAI\ UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeratr ini, yang di maksud dengan :

l.PemerintahadalatrPemerintatrRepubliklndonesia.

2. Provinsi adalatr Provinsi Sulawesi Tengah'

3. Daerah adalatr Daerah Kabupaten Buol'

4. pemerintah Daerah adalatr Bupati dan perangkat Daerarr sebagai uffn'penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

5. KepalaDaerah adalatr Bupati Buo['

6. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

penpakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7. pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah

dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republlk lndonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Dasat Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

9. Gubernur adalah Kepala Daeratr Provinsi Sulawesi Tengah"

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daeratr dan Penanaman Modal yang selanjutnya dlsebut

BAPPEDA dan Penanaman Modal adalah merupakan uilnu penunjang Tugas Kepala

Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
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rt. satuan Kerja perangkat Daerarr, yang selanjutnya disebut sKpD adaratl sat'an Kerja

perangkat Daerah yang bertanggrmg jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di

bldangtert€ntudalamlingkuPPeirrerintshDaeratrlfubuparcnBuol.

12. Sistem adalah satu kesatuan dari tata cara dan proses unt'k memperoleh atau meugbasilkan

sesuanr.

13. perencanaan adalatr suahr proses tmt'k menentukan tindakan masa depan yang tepat

melalui unrtan pililrarU dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

14. pembangunan daerah adalah pemanfaaun sumber daya yang aimitiki untuk peningkatsn

kesejalrteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan' kesempatan keriq

lapangsn berusatra" akses terhadap penganrbilan kebijaknn' berdaya saing maupun

peningkatan indeks pembangunan manusia

rj. sistem perencanaan pembangr'ran Daerah adalah satu kesat'an tf,ta ca'' pelencanaill

pembangrrnan daeratr untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka

padary" jangka menengatr dan tahuan yang dilaksanakan oleh unsur'ufftlr penyelenggara

pemerintatran daerah dan masyarakat'

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalatt

dokumen perencanaan da€rah untuk periode 20 (duapuluh) tahtm.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanju0lya disingkat RPJMD

adslah dokumen per€ncanaan da€rah untuk periode 5 0ima) ahun

1g. Rencaua Kerja Pembangunan Daeratr yurg selanjuuys disingkat RKPD adalah dokumen

perencanarm daeratr untuk periode 1 (satu) tahtm'

1g. Rencana strategis satuan Ke{a Perangkat Daera}r yang selanjuhya disiugkat dengau

Renstra-SKpD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 0ina) tahun.

20. Reucana ke{a-satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daeratr untuk periode I (satu) tahun.

21. Rencana Kerja dan Anggarun SKPD yang selan$utnya disingkat RKA-SKPD adalah

dokumen per€ncanaan dan anggaran yang berisi rcncana pendapatan' lEncana belarda

program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusurar RAPBD.

ZZ. Anggarn Pendapatan dan Belanja DaeratU yang selanjutnya disingkat APBD adalah

rencatra keuangnn tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daeratr dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerab-

23.Dar6 Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh

da€rah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan

Tugas Pembantuan.

24. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan rmtuk menjnmin

agar suatu progamlkegatan yang dilaksauakan sesuai dengan rcncana yang ditaapkan

25. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana peinbangunan,

mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalatru yarig timbul dan/aau akan timbul



untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin'

26. Evaluasi adalatr rangkaian kegiatan membandingkan rearisasi masukan (input), keluaran

(output)dan hasil (outcome) terhadap tencana dan standar'

27. visi adalah nrmusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir p'eriode

perenoaftran.

2S.Misiadalatrrrrmusanrrmummengenaiupaya.upayayangakandilaksanakanuntuk

mewujudkan visi'

29. Strategi adatah langkatr-tanskah berisikan plogram-plogram indikatif untuk mewujudkan

visi dan misi.

3O.Kebijakanadala}raralvtindakanyangdiambilolehpemerintahdaeralruntukmencapai

tujuan.

31. program adat8tr instnrmen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan

oleh satuan Kerja perangkat Daerah untuk mencapai sasara' dan tujuan serta unt'k

memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daeratr'

32. Kegiatan adalah bagan dari pogram yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa setr'n

kerjasebagaibagiandaripencapaiansasaranterukrrrpadasuatuprogramdanterdiridari

sekumpulan tind8kan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi' dana atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis strmber daya tersebut sebagai masukan (lnput) untuk

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

33.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara

leantitatif dan kualitatif.

3a. prakiraan maju adalatr perhituugan kebutuhan dana untuktahun-tahun berikumya dari tahun

anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telatr

disetujui untuk setiap program dan kegiatan'

35. Musyawarah perencanaan Pembangunan yang selanjutrya disingkat Musrenbang adalalt

fonrm antarpemangku kepentingan datam rurgka metryusrun rcncana pembangunan daerah.

36. pemangku kepentingan adalatr pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung

mendapatkan manfaat atau dampak dad perencaraan dan pelaksanaan pembangunan

daerah.

32. Efisieusi adalah derajat hubrrngan antam barang/jasa yaug dihasilkan melalui suatu

prograrnlkegiatan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa

tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output).

38. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh programlkegatan mencapai

hasit dan manfaat yang diharapkan.
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39. Masrrkan (input)adarah pengerahan s'mberday* baik yang berupa personil (sDM)' barang

modal tennas'k petalatan dan teknologi, dana dan waktu atau kombinasi dari beberapa atau

kesemua jenis sumberdaya tersebut yang dibunrhkan unttrk melaksanakan kegiatan'

40. Kel'aran (output)adalah barang atau jasa yang dihasilkan oreh kegiatan yang dilaksanakan

unnrkmendukungpencapaiansasarandantujuanprogramdankegiatan.

41. Hasil (outcome) adalatr segala se$atu yang mencennimksn berfungsinya keruaran dari

kegiatan-kegratan dalam sahr program'

42. periode pelaporan akhir tiwuran p€rtama adatah 3l Maret, akhir uiwulan ked'a adalah 30

Juni, arihir uiwuran ketiga adalah 30 september dan akhir triwulan keempat adalah 3l

Desember.

BAB TI

PRINSIPPERENCANAANPEMBAI\GI]NAI\IDAERAH
Pasel2

(1) Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daeratr Kabupaten menrpakan satr kesatuan

daram sistem perencanaan pembangunan daerah provinsi dan Nasional, yang mencakup

penyetenggaraan perencanaan makro semua fungsi dan keweuangan Pemerintatr Daeratt

(2) perencan uln pembangunan daerah dilalcukan dengan mengoptimalkan partisipsi

masyarakat, yang ditakukau oleh pemerintatr Daerah bersarna para pemangku kepentingan

berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing'

(3) percncanaan pembangunan daeratr mengintegrasikan lEncana tata ruang dengan fencana

pembangunan daerah.

(4) perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potersi yang

dimiliki daeralL sesuai dinamika perkembangan daerah.

Pasal3

perencanaan pembangunan dasratr dirumuskan secara transparan, responsi{ efisien, efektif'

akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUAI\IG LINGKUP

PERENCANAAIT PEMBANGT]NAI\I DAERAH

Pasal4

Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara terpadu meliputi :

a. RPJPD;

b. RPJMD; dan

c. RI(PD.
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Prsal5

(I)RPJPDmerruatvisi,MisidmarahpernbangruranDaerahyangmengttcupadaRPJP

Nasional dan RPJP Provinsi'

(2) RPJMD menrpakan penjabaran dari visi" misi dan program Bupati yang pen)'ustJflatrnya

berpedoman pada RpJpD dan memperhatikan RpJMNasionar, kondisi lingtcungan srategis

didaerah,sertahasilevaluasitatradappelaksanaauRPJMDperiodesebelumnya'memuat

arah kebiiakan keuangan da€rah, strategi pembangrrnan daerah, kebijalGn um'm' dan

progranSKPD,lintasSKPDdanprogramkewilayahatrdisertaidenganr€ncautr-rencaua

kerja dalaln kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang benifat indikatif'

(3) RKPD merupakan penjabaran dad RPJMD dan mengacu pada RKP' memuat rancangan

kerangka ekonomi dg€ralL program prioriUs pembangrman da€rah' r€nsana kerja dan

pendanaannyasertapukiraanmajudenganmempertimbangkankerurgkapendanaandan

pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

maupu|lsumber-sumberlainyangditemprrhdenganmendorongpartisipasimasyarakat.

Prsal6

(1) Renstra-sKPD memust visi, misi, tujuao' sffiegi, kebiiakan' progran dan kegiaun

pembangunan daerah yang dizusun sesuai dengan firgas dan fimgsi Satuan Kerja Perangkat

Daerah seru berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif'

(2) Renja-sKPE disusun dengan berpedoman kepada Rensha-sKPD dan mengacu pada

RKPD, hasil evaluasi petaksanaan pfogram dan kegiaun periode sebelumnya' masalah

yangdihadapi,danusulanprogamsertakegiatanyangberasaldarimasyarakaLdengan

memuat kebijakan, progfam dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh

PemerintatrEaerah mauplm yang ditempuh denganmendorong partisipasihasyarakat'

(3) Program dan kegiaun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi plogram dan kegiatan

yang sedang bedalan, kegiatan alrcrnatif atau baru" indikator kitojq dan kelompok sasaran

yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjul*an prakiraan maju'

BAB ry
TAHAPAIY RENCANA PEMBAI\IGTTNAIY DAERAII

Bagian Kesatu

Umum

Pasal T

Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerab, meliputi :

a. PenyusunanRencana;

b. Penetapan Rencana;

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencanq dan

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
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Pasal S

proses penyusunan rencana hingga penetapan rencana sebagaimana Pasal 7 dilalQkan melalui

urutan:

a. Penyusunan rzmcangan awal;

b. Pelaksanaan Musrenbang Daeratr;

c. Penrmusan rancangan akhir; dan

d. Penetapanrencana.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paregraf I
PenYusuhan Rancangan Awsl

Pasal9

(1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun rancangan awal RPJPD.

(2) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bappeda dan Penanaman Modal meminta masukan dari SKPD dan pemangku ke'pentingan.

Paragraf2
Pelaksnnaan Musrenbang

Pasal l0

(l) Musrenbang ditaksanakan untuk membahas nucangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9 ayat(2).
' (z)Musrenbang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan

menghadirkan DPRD selaku Narasurrber dan pemangku kepentingan selaku peserta

(3) Musrenbang dilaksarakan dengan rurgkaian kegiatan penyampaia$ pembahasan dan

penyepakatan rancangan awal MJPD.

(4) Pelalaanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf3
Perumusan Rancangan Akhir

Posal l1

(1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang.

(2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama I (satu) tahun sebelum berakhirnya

RPJPD yang sedang berjalan.

(3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daeralt

teffang RPJPD paling lama 6 (enanr) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang

berjalan.
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Paragraf4
Penetapan

Pasal 12

(l) DPRD benama Bupati membahas Rrncangan Peraturan Daerahtentang RPJPD.

(2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernrr.

Pasal-13

Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama I (satu) bulan kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

Pasal.l4

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daeratl teutang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Rencana Pembangunan Jangkq Menengah Daerah

Prragraf I
Penyusunan Rencangen Awal

Pasal.l5

- Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun rancangan awal RPJMD.

Pasal 16

(1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Rancangan Rensta-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bapppeda dan

Penanaman Modal.

(3) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal m€nyempurnakan rancangatr awal RPJMD menjadi

rancsngffi RPJMD dengan menggunakan rancangan Rensfta-SKPE sebagai masukan.

Paragraf2

Pelaksanaan Musrenbang
Pasal 17

(l) Musrenbang dilaksanakan untuk membatras rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16ayat(3).

(2) Musrelrbang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan

mengbadirkan DPRD selakuNarasumberdan Pemangku Kepentingan selaku Peserta.

(3) Musrenbang dilaksaffikan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan

rancangan RPJMD.

(a) Pelaksauaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.
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Paragraf3
Perumusan Rancangan Akhir

Pasal18

(l) Rancangan alfiir RPJMD dirumuskan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal

berdasarkan hasil Musrenbang'

(2) Pembahasan rumusan rancargan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati'

Paragraf4
PenebPan

Pasal 19

(l) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur'

(2) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati

" terpilih dilantik.

(3) peraturan Daeratr tentang RPJMD disarnpaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada

Menteri.

Pasal 20

Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat'

Bagian KeemPat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf I
Penyusunan Rancangan Awal

Pesal2l

(1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusur rancangan awal RKPD

(2) Kepala Bappeda dan Penanarnan Modal mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD

mengguuakan rancangan RenJa-SKPD dengan Kepala SKPD'

(3) Rancangan RKpD meliputi rancangan Renja-SKPD dan hasil nrmusan Musrenbang

Kecamatan

(4) Hasil rumusan Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan

hasil nrmusan Musrenbang desalkelurahan

(5) Rancangan RI(PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibatras dalam Forum SKPD yang

diselenggarakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan menghadirkan

DpRD selaku Narasumber dan Pemangku Kepentingan selaktr Peserta, unttrk menentukan

prioritas pembangunan daerah.

(6) Hastl nrmusan dalam Forum SKPD menjadl batran Musrenbang RKPD.
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P*agraf,2
Pelaksaneln Musrenbang

Pasel 22

(l) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat daerah dalam rangka

membahas Rancangan RKPD untuk tatrun berikutnya dalam setiap tahun,

(2) Musreubang RKPD dilaksanakan oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal dengan

menghadirkan DPRD selaku Narasumber dan Pemangku Kepentingan selaktr Peserta

(3) Musrenbary RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja artar-SKPD dar

antar-Rencana Pembangunan Kecamatan

(4) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan Maret setiap tahun.

Pasal 23

Pelaksanaan Musrenbang RKPD difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 24

(l) Musrenbang RI(PD diawali dari Musrenbang desa/keluratran dan Kecamatan.

(2) Musrenbang desa/keluratran dilaksanakan oleh Kepala Desa/tGlurahan dengan

menghadirkan DPRD sesuai Daerah Pemilihqn yang bersangkutan selaku Narasumber dan

pemangku kepentingan selaku Peserta.

(3) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dengan menghadirkan DPRD sesuai

Da€rah Pemilihan yang benangkutan selaku Narasumber dan pemangku kepentingan

selaku Peserta.

(4) Kehadiran DPRD selaku Narasumber dalam Musrenbang Desa/I(eluratran dan Kecamatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), adalah dalam rangka sinkronisasi dengan

Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Pasal 25

(l) Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari setiap tatrun dan difasilitasi

oleh Camat

(2) Musrenbang Kecarnatan dilaksanakan pada bulan Febnrari setiap tahm dan difasilitasi oleh

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal

Paragref3
Pemmusan Rencangan Akhir

Pasel 26

(l) Hasil Musrenbang RKPD menjadi daqar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Kepala

Bappeda dan Penanaman Modal.

(2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal berdasarkan
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, hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakhaan

maju.

Prngraf 4
Pcnetapan

Pasrl 27

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur dengan ternbusan

kepada Menteri.

(2) RKPD menrpakan pedoman utama dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD.

(3) Dalam proses penyusunan dan pembahasan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

tidak diperkenankan untuk menambah Program dan Kegiatan diluar dari yang telah

ditetapkan dalam RKPD.

P*s*l?E

Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat'

BABV

RENSTRA DANRENJASKPD

Pssrl 29

(l) Kepala SKPD menyusun Renstra-SKPD,

(2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pesrl 30

(l) Kepala SKPD menyusun Renja-SKPD.

(2) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD.

Pasrl 31

Tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati.

BABVI

KOORI'INASI PEITYUSTJNAI\T RENCANA PEMBAI{GTJNAI{ DAERAII

Passl 32

(1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilalcrrkan oleh masing-masing

KepalaSKPD.

(2) Koordlnasi p€nyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda dan

Penauaman Modal,

BAB VII
PENGEI\DALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAI{ DAERAII

Pasal33

(1) Bupati melalorkan pengendalian terhadap pelaksanaan perencafttan pembangunan daerah,



1 yang meliputi Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten dan Tugas

Pembantuan.

(2) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin

tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencars yang dilakukan

melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi pengendalian terhadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan

b. pelaksauan rencana pembangunan daerah-

Passl 34

(1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda dan

Penanaman Modal untuk keselunrhan percncanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala

SKPD uutuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsiuya-

(2) Pengendalian oleh Kepala Bappeda dan Penanaman Modal mellputi pemantauan, supen'lsi

dan tindak laqjut penyimpangan terhadap pencapaian flljuan egar program dan kegiatan

sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(3) Pemantauan pelaksanaan program dadatau kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dan4 dan kendala

yang dihadapi.

(4) Hasil pemantauan pelaksanaan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan untuk disampaikau kepada Kepala Bappeda

dan Penanaman Modal.

(5) Laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 5

Qima) hari kerja setelah tiwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati, melalui

Kepala Bappeda dqn Pensnamar Modal.

(6) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melaporkan hasll pemantauan dan supervisl

rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkahlangkrh

yang diperlukan

Prsrl35

(1) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal menyusun laporan Uiwulanan Kabupaten dengan

menggunakan laporafl tiwulanan SKPD sebagqimrna dimaksud Pasal 34 ayo/- (4)

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya tentang pelaksanaan Tugas

PembantuarL disampaikan kepada Gubemur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling

lambat 10 (sepuluh) hari ke{a setelah ttwulan yang bersangkutan berakhlr

Peral 36

Tata cara penyelerggaraan pengawasan atas pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan penmdang-undangan

yang berlaku
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BAB VIII

EVALUASI PERENCANAAI\I PEMBAI{GUNAN DAERAII

Pasal 37

(l) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi tertadap :

a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

c. basil rencafla pembangunan daerah-

Pesol 38

(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-SKPD dan RKPD untuk menilai

keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan b€rdasar indikator dan sasaran

kinerja yang tercantum dalarir renstra-SKPD datr RPJMD.

(2) Evaluasi dilahkan terhadap pelaksanaan Renstra - SKPD dan RPJMD untuk menilai

efisiensi, manfaat, dampak dan kebedanjutan dari suatu prograrn.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan

sumberdaya yang diguuakan serta

a. lndikator dan sasaran kinerja keluaran unhrk keglatan; dan /atau

b. Indikator dan sasartn kineda hasil untuk progam.

(4) Evaluasi pelaksanaan RPJMD dtlakukan paling sedikit I (satu) kali dan dilaksanakan paling

lambat I (satu) ahun sebelum beraktimya periode rencana

(5) Evaluasi dllaksanakan secara sistematls, obyeldf, akrmtabel dan transparan.

Pasal39

(l) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.

@ Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilahkan terhadap pencapaian indikator

kinerja (masukan, keluaran dan hasit dan sasaran kinerja (tolok ukur dan target) masing-

masing kegiatan.

(3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Reuja-SKPD kepada

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal pding lambat l(satu) bulan setelah tahun angg{ran

berakhh.

(a) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melakukan evaluasl pelaksanaan RKPD periode

sebelurnflya paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun atrggararr berakhir, berdasarkan

laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Kepala Bappeda dan Penanamau Modal menggunakan hasil evaluasi RKPD sebagaimana

dtnaksud pada ayat (a) guna penyusunan rancangan RKPD tahun berikutnya.

Pasal tlO

(l) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan R€nsha-SKPD.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tertradap pelaksanaan Fogram-
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progam dalam Renstra-SKPD.

(3) Hasil evaluasi sebagaifluna dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui

Kepala Bappeda dan Penanaman Modal paling lambat 6 (enam) bulan sebelum RPJMD

berakhfu.

(4) Kepala Bappeda dan Penanaman Modal melakukan evaluasl RPJMD menggunakan hasll

evaluasi Renstra-SK?D sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan hasil waluasi

pelaksanaan RKPD paliag lambat 3(dg) bulan sebelum RPJMD berakhir.

(5) Evaluasi pelaksaraan RPJMD dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanam stategi

pembangunan daerah" kebUakan umum, program dan indlkasi kegtatan, serta kerangka

ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode berjalan-

Pasel 41

Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

BABX
DATADAI\[INT'ORMASI

Pesal 42

Perencanaan pernbangunan dasrah didasa*an atas data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungiawabkan.

BABX

PENGAWASA}I

Pagal 43

(l) Pengwasan atas pelaksmaan Peraturar Da€rah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat

yang ditunjuk.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berdasarkan pada

indikator proses dan hasil pelaksanaan sistern perencmarn pembangunan daerah

(3) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk adalah

merupakan salah satu pedoman bagi penilaian terhadap kinerja SKPD

BAB Til

KETENTUAII PEI\TUTTJP

Prral 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah lGbupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

18 Agustus 2009

I(ABI]PATEN

BACULU

LEMBARAN DAERAH KABTJPATEN BUOL TAHT]N 2OO9 NOMOR 14

l6



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABTJPATEN BUOL

NOMOR 14 TAHUN 2OO9

TENTAI\G

SISTEM PERNNCANAAII PEMBAI\IGTJNAN DAERAII
KABI]PATENBUOL

tJMUM

Dengan adanya otonomi daerah maka daerah diberikan kewenangan yang luas

'ntuk 
merigurus dan mengatur sel'ruh urusan pemerintahannya dalam mngka

."-p",."pui terwujudnya kesejahteraan masyarakat Telalui peningkatan pelayanan'

p""rt rOuiuu" dan- peran serta masyarakat. Pemberian kewenangan tersebut juga

.r"catup aspek perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bogian integral- dari

perencanaim p".Uuog*u" nasional serta diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip

otonomi aaeral dan- pengelolaan sumberdaya daerah secara bertanggung jawab. Dalam

penyelenggaraan p"*"tl"t tt* dan pelaksanaan pembangunaq daerah nempunyai

lder*; dan tanggung jawub untuk mengakomodasi aspi*si dan teqentingan

-""yu*liut berdasarkan prinsip.prinsip transparansi, partisipasi masyarakat dan

akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah'

undang-unclang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional .ci.tupk- babwa sistem pcrcncana{r Pcmbangunan Nasional adalah safu

kesafiran tata cara perencanaan pembangunan unfrk menghasilkan rencnna pemlggUnaD

dalam jangka panjaDg, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh gnsur
peny"lenggara iemefntatran dan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah sfbagai

|agian iniegral dari perencanaan pembangunan nasional, diwujudkan dalam bentuk
petturan Daerah yang mengatur tentang Sistem Petencanaan PembangUnan Daerah

Kabupaten Buol yang merupakan satu kesatuan yang uhrh sebagi aplikasi dali betbagsi

pe.t"r"" perundang-undangan yang mengatur sistern perencanaan, pengendalian dan

ivaluasi pembangunan daerah. Hal ini bertujuan €8r dapst menjadi acuan atau pedoman

bagi semua stalceholders baik unsur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat

dalam melaksanakan proses perencanaan, pengendalian hingga waluasi pernbangunan

daerah yang terpadu, selaras dan berkesinambungan'

l. Ruang Lingkup
Peraturan Daerah ini mencangkup landasan hukun di bidang perencanaan

pcmbangunan dacrah di Kabupatcn Buol. Dalam Pcraturan Dacrah ini ditctapkan balma
sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tala csra pef€ncanaan

pernbangunan daenah untuk menghasilkan renrcana-roncana pernbangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dllaksanakan oleh unsur-unsur

penyelenggam pemerintahan daerah dan masyarakat.
2. Proses Perencanaan

Slstem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam peratuan daerah lnt mencakup lima
pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaifu;
(l). Politik;
(2) Partisipadf
(3) Telnokratik
(4). Atas-bawah (topdown); dan
(5). Bawah-atas (bottom-up).
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Pendekatan politik memmdang bahwa proses pemiUlan langsuog Bupcl yang

dilakukan oleh segenap masyarakat Kabupaten Buol' adalah suatu proses penrysunq
r€ncana, karena masyarakat memilih dan menentukan pilihannya berdasarkan Visi, Misi
sefia ko$am-Kegiatm pcmbmgunan yang di tawarkan oleh masing-masing calon

Bupati. oleh l<arena itu, r€ncana p€mbsngunan adalah pcnjabaran dari age,ndaogenda
pemUangunan yang ditawarkan Bupeti terpilih pada saat ke dalam rsncana

Pembangunan j angkah menengah'
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakm dengan melibatkan semua

pihak yang berkepentingru $takBholders) terhadap pembangunan daerah. Pelibaan
t€rs€but adalah sebagai wujud penyaluran aspirasi dan kep€dngan masyarakat s€rta
pelmbagnan publik deirgan maksrd menciptakan pcan ssta masyarakat dalan proses

pcrcncanaan pcrnbangwan ilacrah.
Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lombaga etau satuan korja yang seoam

ftmgsional bertugas untuk itu.
Sdangkan pendekaran Toydown dat Bottom-up dalam perencanaan penbangunan
daerah dilaksanakan menurut jenjang penaintahaa yang pmsesnya diselaraskan
melalui forum Musyawarah Perencanaao Pembangunan Musrenbang) yang
dilaksanakan mulai dari tingkat Desa/Kelurahara Kecamatan hingga tingkat KrbupateNr.
Perencanaan Pembangunan daorah tcrdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :
(l) Penyusunan Recana;
(2) Penetapan Rencana;
(3) Pe.ngendalian pelaksanaan rencana; dan
(4) Evaluasi pelaksanaan tencana.

Keenrpat tahapnn diseleng;garakan secara bqkelardutan sehingga secara kesnluuhan
mcmbentuk satu siklus pcrcncanaan yang utnb-
Tabap penyusunan rencana dilaksanakan unuk menghasilkan rancange lengkap suanl
ruosos yary siap untuk yang tordiri dad 4 (@pot) larykaL Langkab
pertama adalah peny'apan ftmcangan pembangunan yang berst&t teknokradk
menyelunrlr, dan terukur. Langkah kedu4 masing-masing intansi pemerintah
menyiapkan ranqurgan rencana kerja dengan berpedonan pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan l,angkah b€rihrtya arlrleh melibatkan
(stakohalders) dan pemerintahan melalui Musyawarah Percncanaan Penrbangrman
S€d.ngkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir
pembanguan.
Tahap berikutrya adalah penetapm rencana menjadi Eoduk hukum sehingga me,lrgikat
semua pihak mtuk melaksanalunya. Menurut Pqaturan Da€r8h ini Rcncua
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan sebagai Peraturan Daemh,
Rmcana Pembangrman langka Menengah Da€rah (RPIMD) ditetapkan sebegai
Pcraturan Dacrah, dan Rcncana Kcrja Pcmbangunan Dacrah (RKPD) ditetapkan scb€ai
Peraturan Bupati.
Pengendalian pelaksanaan renoana ponrbangman daerah dimalaudkan ruur* melrjamin
tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yaog tertuang dalam rcncana melalul
kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selrma pelaksanaan rrencana ters€but oleh
KepalaSKPD.
Selanjutnya, Bappeda dan Penanaman Modal menghimpuo dan mcnganalisis hasil
pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD
sesuai dengan tugas dan kewenangannya
Evaluasi pelaksanaan rencana adalah sebagian dari kegiatan perencanaan
yang secara sistematis mengunpulkan dan menganalisis data dan informasi rmtuk
pe,nilaian pencapaian suana" nrjuan dan kinerja pembangrman. Evaluasi ini
dilakasanakan berdasarkan indikator dan sasaran kioerja yaog tercantum dalam
dokumen renaana p.embangman. Indikalor dan sasaran kinqia mocakrrp rnasukan
(/4pr,t), kcluaran (Output), dan hasil (Outcome). Datan raagka p"rarcaaao

setiap SKPD berkewqiibar unnrk melaksanakan evaluasi kinerja
yang rnsrupokan dan atau te*ait dongsn fungpi dan tanggrmgiawabnlaL

Dalam melaksanakan evaluasi ktnerja pembanguna4 sKpD menglhrd p"aonan dan
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pen[rjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk qenjaryin keseragaman metode, materi dan

utcuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencans'

4. Sistematika
Perturan Daerah ini disusrm dengan sistematika sebagai berikut :

Ketentuan umum, prinsip perencanaan pernbangumn daenh, ruang lingkup

p*"utr- pernbangunan 
-daerah, 

Tahapan r€ncam pembangun n daerab' koodinasi

penyu$man rencana pembangunm daetab' pengendaliatr pereocagnao pembangunan

ilaerah, evaluasi penrbangunan daerab data dan informasi, p€ngawasan

dan Kotontuan PenutuP-

II, PENJELASAI! PASAL DEMI PASAL

Pasal I
C\rkup Jclas

Pasal 2
Ayat(1)

Yang dimaksud dengan penyelenggann perencanaan makro adalah suatu

perencanaan yang berada pada tataran kebijakan Kabupaten

Ayat (2)
Yang dimaksud 'lemangku kepentingan" dalam ayat ini adalah para pihak yang

berkepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daem[ yang meliputi
Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi/unsur Sekolah, Lembaga Swadaya

Masyarakat, Pemuka Masyarakat/Adat, Pemuka Agama" serta kalangan dunia
usaha.
Keikutsertaan Pemangku Kepentingan dalam tahapan perencanaan adalah

merupakan perwujudan dari partisipasi masyarakat (public poticipation) dalam
proses pembangunan daerah. Pemangku Kepentingan wajib dibadirkan selaku

peserta pada Forum Musrenbang dan Forum SKPD, oleh karena hasil kegiatan
tersebut merupakan salah satu wujud 'lersetujuan publik" terhadap Program

dan Kegiatan yang akan direncanakan, baik dalam RPJPD, RPJMD maupun

RKPD.
Ayat (3)

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pernbangrman daerah

berrujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan

urusan dan kewenangan p.emerintah daerah meningkatkan keseiaht€raan rdliyat.
Rencana tata ruang yang mcnjadi bahan rujukan adalalt RTRW Ksbupatcn dan

Rencana Tala Rtrang Kawasan Perkotaan (RTRKP).

Pasal 3
Yang dimaksud dengan:
1'Transparan'r adalah membuka diri terhadap hak masyarakat unhrk memperoleh

infomasi yang benar, jujur, dan tidak dishininatif tentang penyelenggaraan

pemcrintahan dengan t€tap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,
golongan, dan rahasia negara.

"Responsif' adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang

terjadi di daerah.

"Ehsien" adalah pencapaian keluaran t€rt€nfu dengan masukan tereudah atau masukan
terendah dengan keluaran maksimal.
"Efektif' adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimilik
dengan cara atau proscs yang paling optimal.
"Akuntabel" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari per€ncaruun pembangunan

daerah harus dapat dipeatanggrurgiawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinsg negara sesual dengan ketentuan peraturan

undangaan yang berlaku.
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.?artisipatif ' adalah merupakan hak masyarakat untuk t€rllbat dalam setiap proses

tahapan perenc^naan p"-baogonatt daerah dan benifat inklusif terhadap kelompok

vang tomatgina*a" ."r*ui J** khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi

Lefotpot ra"vuratut yang tidak memiliki akses dalnm pengnrnbilm kebijakrn

"Terukur' uaA*t p.""tup- target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk

mencapainya.
..Berkeadilan" adalatr prinsip keseimbangan antar wilayah, sekfor, pendapatan, gender

dan usia.

Pasal4
Cbkup Jelas

Pasal 5
Ayat (l)

Cukup Jelas
Ayat (2)

RPJMD dalam ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renshada)

Yang dimaksud dengan "bersifat indikstif' adalah bahwa informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang

tercantum di datam dokumen rencana ini, hanya merupakan inditasi yang

hendak dicapai dan bersifit Fleksibel.
Ayat (3)

Ywrg dimaksud dengan 'lrogram prioritas pembangrman dserah" adalah
prcgnm yang menjadi kebutuhan me,lrdesak sezuai dengan potensi, dana,

tenag4 dan kemamprran rnanajerial yang dimiliki. Penetapan pTgarn prioritas
beroiientasi pada pemenuhan hak hak 6ssar masyarakat den pencapaian

keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "rencana keda" adalah dokumen rencana yang memuat
prograrn dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pernbangrman,

dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secan
keseluruhan membentuk satu siklus percncanaan pernbangunan daerah yang utuh

Pasal I
Huruf a

Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan 'Musrenbang daerah" adalah upaya penjaringian
aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi
kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan
melalui jalur klusus komunikasi.

Hurufc
C\rkup Jelas

Hunfd
Cukup Jelas

Pesal 9
Cukup Jelas
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Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal lf
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayx(2)

Culorp Jelas
Ayat (3)

Cukup Jelas
Ayat(4)

Musrenbang RPJMD dilaksanakan palilg lambat 2 (dua) bulan setelatr B'pati
terpilih dilantik

Pissl l8
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (l)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Forum SKPD membahas priodtas program dan kegiatan yaog dihasilksn daxi
It lusrenbang Kccamatan scbagai upaya mcn].cmpumrkan Rancangan Rcr{a_
SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayet (6)
Cul,.:up Jelas' Pasal 22
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Ayat (1)
CukuP Jelas

Ayat(2)
CukuP Jelas

AYat (3)
DidalamMusrerrbangdibahasrancanganRKPDberdasa*anRenja.SKPDhasil
Forum sKPD den$n cara meninjau keserasian anlara rancangan Renja-sKPD

dengan kebutuhari masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pernutakhiran

Ranoangan RKPD.

AYat (a)
C\rkuP Jelas

Pasal 23- *.-- - 
yang dimaksud dengan,difasilitasiD dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan

orcn- p-lri*i untuk mensinkronisasikan prograrn dan kegiatan antar-sKPD

Kabupaten/Kota dan SKPD antarwilaya[ serta Peaterintah'

Pasal24
Ayat (1)

CukuP Jelas

Ayat (2),.Yangdimaksud.lemangkukepentingan,,dalamayatiniadalah.BPDitltliUr-

,r"* d"lum masyaratai pada wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutalt,

yaitu Pemuka Masyarakat/Adat Pemuka Agama dan Unsux Sekolah'

Ayat (3)
' ' Y*g dimalaud .lemangku kepentingan' dalam ayat ini adalah unsur.unsur

dalam masyarakat pada wilayah Kecanatan yang bersangkutan, yang

berkepeutingan dalam pelaksaman $gqalan tssebu! yaitu

Pcmuia Masyaralcat/Adat Pcmuka Agama dan Unsur Sckolah'

Ayx(4)
CukuP Jelas

Pasal 25
AYat (l)- ' 

vo"e dimaksud .tifasilitasf: dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan

oleL Pemerintah Kecamatan unnrk mensinbonkan plogram dan kegiatan

Kecamatan dengan Desa/I(elumhan, dan antar Desa/Iftlurahan pada Kecamatan

yang bersangkutan
Ayat (2)- ' yr,g dimaksud 'difasilitasl' dalam ayat ini adalah koordinasi yang dilakukan

olehkepala Bappeda dan Penanaman Modal rmtuk mensinlconkan Prograrn dan

Kegiatan prioritas daerah dengan program dan kegiatan pada wilayah

Kpcamatan serta sinkronisasi dengan Program dan Kegiatan melalui Peniaringan

Aspirasi MasYaralcat oleh DPRD

Pasal26
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat(l)

Cukup Jelas

Ayat (2)
CukuP Jelas

Ayat (3)
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Ketentuan te$ebut dkecualikan terhadap. Ptoeram dan Kegtatan yang be$ifat

Ureo, au,. "*g;;H;."I" 
;"" dildcukan ilg* ..ogtogpt situasi, kondisi

il;;;t}"fr'" daeratr Yang dihadaPi

Pasal2S
C$srl le\as

Pasal 29
CbkuP Jelas

Pasal 30
CukuP Jelas

Pasat 3f
CukuP Jelas

Pasd 32
Cularp Jelas

Pasal 33
C\rkuP Jelas

Pasal 34
Ayat (l)

CukuP Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayet (3)-^y*gdimaksuddengan..pencapaiantargef'adalahkernajuanpelaksanaan

kegiatan'
Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jclas

Ay* (6)
CukuP Jelas

Pasal 35
C\rktrp Jelas

Pasd 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cbkup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
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Pasai 4i
CukuP Jelas

pasal42 - -r r^__^- .5T)orq,, r objektif tentang suatu fakta baikf a!'rr 

ffi ffiffi"f,*ffiH ffifl#sh$"ffi?T #; y-s drp.d.ilaik merarui

observasi langsung *uypp d;')ffi";;h terhmpul daian' be'tuk cetakan atau

Tffiffiff1#Tffit?#lL*i,, adalsh data vans sudah terolah vang digunakan

rmtuk *"odfr** iiterpretasi tentatrg suatu fakta

Pasal 43
CukuP Jelas

Pasal 44
CukuP Jelas

Pasal 45
CukuP jelas
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